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BAB II 

SEJARAH UMUM HAK ASASI MANUSIA 

 
A. Pengertian Hak Asasi Manusia  

Istilah Hak Asasi Manusia dalam suatu negara pada 

hakikatnya memiliki pengertian yang hampir sama, meskipun 

masing-masing negara menggunakan bahasa yang berbeda-

beda. Misalnya HAM Dalam bahasa Inggris  dikenal sebagai 

Human rights atau fundamental rights, sedangkan bahasa 

perancis disebut des droits de l’homme. Definisi Hak Asasi 

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mahaesa 

anugrah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan hakekat dan martabat 

manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang 

dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak Asasi 

Manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau 

kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat 
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pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang 

lain.  

Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak dasar 

yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 

universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus 

dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh 

diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 

Dalam salah satu dokumen yang diterbitkan oleh PBB, 

kita dapat menemukan definisi HAM yang lebih singkat, 

yaitu: Human rights could be generally defined as those 

rights which are inherent in our nature and without which we 

cannot live as human beings”. Dalam konteks ini, HAM 

dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang bersifat melekat 

(inherent), yang secara alamiah manusia tidak dapat hidup 

tanpa adanya hak-hak tersebut.
1
 

Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John 

Locke bahwa semua individu dikaruniai hak  oleh Tuhan yang 

melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak 

                                                             
1
 H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, Kebangsaan, Demokrasi 

Dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2008),  h.127. 



 32 

dapat dicabut oleh negara sekalipun. Melalui suatu kontrak 

sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini 

diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara dapat 

menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut. 

Jika sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh 

Locke diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan 

menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia 

untuk menghormati dan menjamin hak-hak tersebut. 

 

B. Sejarah Umum Hak Asasi Manusia 

Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia yang berisikan suatu daftar hak-hak dasar manusia 

sebagai “suatu standar prestasi bersama bagi semua orang dan 

semua bangsa” (mukadimah). Semenjak itu, telah disetujui 

banyak instrumen tambahan, yang brupa perjanjian-perjanjian 

internasional yang menurut hukum bersifat inklusif ataupun 

deklarasi-deklarasi yang tidak mengikat yang bersifat global 

maupun regional. Naskah-naskah ini menyajikan rincian lebih 

lanjut mengenai hak-hak yang telah di sebutkan dalam 
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Universal Declaration Human Rights, atau membahas hak-

hak tambahan.
2
 

Selain itu beragam muatan hak asasi manusia juga telah di 

catat dalam beberapa belahan dunia seperti di Inggris, 

Amerika serikat dan Perancis.
3
 meski pengertian hak-hak 

asasi manusia baru dirumuskan secara eksplisit di abad ke 18, 

asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip yang menjadi 

dasarnya sudah ekstensif lebih jauh ke belakang dalam 

sorotan sejarah. 

Dalam berbagai kitab perjanjian lama, sudah sejak 

sebelum doktrin tentang hak-hak asasi manusia, terdapat 

prinsip-prinsip, dan terutama prinsip egaliteran. Akan tetapi, 

penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak-hak 

asasi manusia dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, 

dalam rangka timbulnya teori hukum kodrat pada periode 600 

sampai 400 SM. Penemuan berdasarkan hukum kodrat 

                                                             
2
Adnan Buyung Nasution, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak, 

“Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi Manusia,”, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 1997), h. xv. 
3
 Dr. Tommy Sihotang, S.H. Ll.M., Ketika Komandan Didakwa 

Melanggar Hak Asasi Manusia, ( Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2009), 

h.37. 
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menyebabkan pula para ahli filsafat Yunani menerima hukum 

tidak berubah untuk kehidupan bermasyarakat, berdasarkan 

akal sehat manusia pengakuan dari hukum ini yang di 

simpulkan dari tata tertib alami menghasilkan pendapat 

bahwa “Manusia itu sama menurut sifatnya.” Pendapat ini 

kemudian diambil alih oleh Stopa, ajaran filsafat yang 

berpengaruh besar atas filsafat Negara dan hukum Romawi. 

Sezabo memang menunjukan dengan tepat bahwa pada zaman 

Yunani kuno dan Romawi, perbudakan dalam sistem hukum 

yang bersangkutan diakui dan persamaan alami manusia sama 

sekali bukan merupakan realitas yuridis, meskipun demikian, 

dasar filsafat hukum untuk persamaan tersebut sudah di 

letakan di zaman tersebut.
4
  

Sebelum terbentuknya Universal Declaration Of Human 

Right, secara historis sebenarnya terdapat beberapa ketentuan 

yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Adapun 

ketentuan-ketentuan yang di maksud antara lain adalah: 

 

                                                             
4
 Adnan Buyung Nasution, Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Leo Zwaak 

(Instrumen Internasional Poko Hak-Hak Asasi). h. 11-12. 
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1. Magna  Charta, Inggris (1215)  

Magna Charta ini di keluarkan tahun 1215 di Inggris 

dan sering disebut cikal bakal hak asasi manusia, 

meskipun sebenarnya kurang tepat. Magna Charta 

sesungguhnya hanya berisi “konspirasi politik” antara 

raja John dengan para bangsawan tentang pembagian 

kekuasaan, khususnya dalam rangka mengurangi 

kekuasaan raja. Yang diperjuangkan adalah 

kepentingan para bangsawan, sekalipun di dalamnya 

menyangkut beberapa hak dan kebebasan rakyat.  

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para 

bangsawan Ingris adalah mengatur mengenai 

pembatasan kekuasaan raja, sedangkan hak asasi 

manusia lebih penting dari pada kekuasaan raja, dan 

perlindungan hak-hak warga negara yang selalu di 

dasarkan pada ketentuan hukum.  

2. Bil Of Rights, Inggris (1689)  

Bil Of Rights muncul sebagai akibat dari “Glorius 

Revolution” (revolusi tanpa pertumpahan darah) pada 
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tahun 1688 yang merupakan hasil perjuangan 

parlemen melawan raja-raja pemerintahan Dinasti 

Stuart dan menundukan Monarki di bawah kekuasaan 

parlemen Inggris. Inti yang terdapat dalam Bil Of 

Rights adalah sebuah undang-undang regulasi yang 

menyatakan tentang hak-hak dan kebebasan warga 

negara dan menentukan pergantian raja.
5
 

3. Declaration of Independence, USA (1776) 

Deklarasi kemerdekaan merupakan alasan masyarakat 

Amerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris 

yang terjadi pada Tahun 1776. Isi dari deklarasi ini 

sebenarnya diambil dari ajaran John Locke (1689-

1755), dan JJ.Rosusseau (1712-1778). Perumus 

deklarasi ini adalah Thomas Jefferson, seseorang yang 

kemudian menjadi presiden Amerika Serikat, yang 

antara lain berbunyi sebagai berikut (Mansyur Effendi: 

2005): 

                                                             
5
 H.A Prayitno dan Trubusrahardiansah (Kebangsaan, Demokrasi 

Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Tri Sakti Jakarta, Juni 2008). h.129. 
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“Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) 

ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua 

manusia di ciptakan sama; bahwa penciptanya telah 

menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak 

dapat di cabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah 

hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. 

Bahwa untuk menjamin hak-hak ini orang mendirikan 

pemerintahan, yang memperoleh kekuasaan yang 

benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang di 

perintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk 

pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat 

berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.”  

Rumusan di atas sebenarnya memiliki kemiripan 

dengan deklarasi Perancis. Perbedaannya adalah 

dalam deklarasi Amerika Serikat tidak disebutkan 

istilah Tuhan tetapi “The Creator”, yaitu “Al Men Are 

Created Equal And Are Endoed By Their Creator 

Whit Certain Unalienabel”. 
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Sedangkan dalam deklarasi Perancis istilah Tuhan 

di sebut dengan “Supereme Being” disamping itu, 

antara deklarasi kemerdekaan Amerika dan Perancis 

merupakan “Coherent Catalogues Of Fundamental 

Rights And Freedoms” yang pertama dan disebut 

dengan istilah “Human rights” sedangkan Magna 

Charta dan Bill of Right merupakan konsensi yang 

diperoleh oleh raja, sehingga deklarasi tersebut 

merupakan langkah pertama dalam perkembangan 

konsep “Human Rights”. 6 

4. Bill Of Right USA. 

Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada 

tahun 1789. Hal ini sama dengan deklarasi Perancis 

dan menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada 

tahun 1791. Ide-ide  Bill Of Right USA merupakan 

bagian dari sentuhan-sentuhan kontribusi para pemikir 

filosofi dan politik Perancis, seperti Charles Schondat 

                                                             
6
 H.A Prayitno Dan Trubusrahardiansah (Kebangsaan, Demokrasi 

Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Tri Sakti, Jakarta, Juni 2008). h. 129-

130. 
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Baron Labrede Et De Montesquieu (1688-1755) 

melalui bukunya Letters Persanes (1714) dan 

L’esperit Des Lois (1748) dan J.J Rousseau (1746-

1827) dalam bukunya Le Contrac Social ke koloni-

koloni di Amerika, pada giliranya merupakan umpan 

balik yang menyulut Revolusi Perancis.
7
 Secara garis 

besar Biil of Rights USA, memuat: (a) equaliti before 

the law; (b) due process of law; (c) freedom from 

arbitrary arrest and inprisonment; (d) presumption of 

inocence; (e) fair trial; (f) freedom of assembly, 

speech, and conscience.  

Dalam perkembangannya, Bill of Rights ini 

diamandemenkan khususnya pada pasal 1, 4 dan 5, 

yaitu (a) Melindungi kebebasan beragama, kebebasan 

pers, kebebasan menyatakan pendapat, hak berseikat; 

(b) Melindungi individu terhadap penggeledahan dan 

                                                             
7
 Andi Hamzah, “Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam 

Hukum Acara Pidana “, (Universitas Tri Sakti, Jakarta 2010.), h. 3. 
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penangkapan yang tidak beralasan; (c) Hak atas proses 

hukum yang benar sesuai regulasi.
8
 

Menurut Jimly as-Shidiqie bahwa hak asasi manusia yang 

berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup 

antara lain:
9
 

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri 

2. Hak untuk hidup 

3. Hak untuk tidak dihukum mati 

4. Hak untuk tidak disiksa 

5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang 

6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak 

berpihak 

7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat 

8. Hak untuk berkumpul dan berserikat 

9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di 

depan hukum 

10. Hak untuk memilih dan dipilih 

                                                             
8
 H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, “Kebangsaan, Demokrasi 

Dan Hak Asasi Manusia”, (Universitas Tri Sakti Jakarta, 2008). h. 130-131. 
9
 Jimly as-Shidiqie., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia 

Pasca Reformasi. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007). h. 623. 
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Sementara itu, hak asasi manusia lainnya berkenaan 

dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

Adapun hak-hak yang menyangkut sosial dan ekonomi antara 

lain: 

1. Hak untuk bekerja 

2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama 

3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja 

4. Hak untuk cuti 

5. Hak atas makanan 

6. Hak atas perumahan 

7. Hak atas kesehatan 

8. Hak atas pendidikan 

9. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan 

10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan 

11. Hak untuk memperoleh perlinddungan atas hasil karya 

(hak cipta). 
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Setelah perkembangan hak-hak dalam bidang ekonomi, 

sosial dan budaya tersebut. Konsepsi hak asasi manusia terus 

berkembang sampai yang berkaitan 

dengan pengertian hak-hak dalam pembangunan. Hak-hak 

dalam bidang pembangunan ini antara lain sebagai berikut:
10

 

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat 

2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak 

3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

memadai. 

C. Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia 

 Berdasarkan uraian pembahasan singkat dan ringkas 

tersebut tentang beberapa hal fundamental mengenai Hak-

Hak Asasi Manusia yang di dorong pada catatan sejarah besar 

di setiap belahan dunia yang hampir diorasikan oleh seluruh 

bangsa, maka hal ini menjadi sumber pijakan dalam ketetapan 

Internasional mengenai Hak-Hak Asasi Manusia . 

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

merupakan refleksi yang mendasari cita-citta revolusi bagi 

                                                             
10

 Jimly as-Shidiqie., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia 

Pasca Reformasi. h, 624. 
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semua bangsa. Hal ini dicanangkan oleh majelis umum 

sebagai standar umum keberhasilan pada semua bangsa dan 

negara dengan tujuan agar setiap individu dan organisasi 

masyarakat,  selalu mengingat deklarasi ini dengan 

mengupayakan melalui pengajaran dan pendidikan untuk 

memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan 

ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif, baik lingkup 

nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan 

dan pematuhanya secara universal dan efektif, baik diantara 

rakyat Negara anggota sendiri, maupun diantara rakyat yang 

berada di wilayah yang berbeda dalam wilayah hukumnya. 

Empat puluh delapan negara mendukung deklarasi, tidak 

ada yaang menentang dan delapan negara tidak memberikan 

suara, presiden majelis umum mengemukakan bahwa 

penetapan deklarasi ini merupakan suatu pencapaian yang 

luar biasa, sebuah langkah maju dalam proses evolusi yang 

besar. Peristiwa ini merupakan kesempatan pertama dimana 

komunitas bangsa-bangsa yang terorganisir telah membuat 

deklarasi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. 
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Deklarasi terdiri atas mukadimah dan 30 pasal yang 

mengatur hak-hak asasi manusia dan  kebebasan dasar, 

dimana semua laki-laki dan perempuan di dunia pempunyai 

hak-hak atasnya tanpa diskriminasi. Pasal 1 yang meletakan 

dasar filosofis menyebutkan: “semua umat manusia 

dilahirkan sama dan bebas dalam hak-hak dan martabatnya. 

Mereka di anugerahkan akal budi dan hati nurani, dan harus 

bersikap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.” 

Dengan demikian pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi 

dasar wujud deklarasi, bahwa hak untuk kebebasan dan 

persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir 

dan tidak dapat dicabut dan didiskriminasi darinya; dan 

karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, 

maka manusia berbeda dengan makhluk lainya di bumi, dan 

karenanya berhak untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasan 

tertentu yang tidak dinikmati oleh makhluk lain.
11

  

Pasal 2 yang mengatur prinsip dasar dari persamaan dan 

non diskriminasi sehubungan dengan pemenuhan hak-hak 

                                                             
11

 H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, “Kebangsaan, Demokrasi 

dan Hak Asasi Manusia”, (Universitas Tri Sakti: Jakarta : 2008),.. h. 132. 
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asasi manusia dan kebebasan dasar, melarang adanya 

“perbedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna jenis, 

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang 

berbeda, asal usul bangsa, etnis atau sosial, harta, kelahiran 

atau status lainnya”      

Pasal 3 yang merupakan tonggak pertama deklarasi 

universal yang menyatakan untuk hidup, kebebasan dan 

keamanan seseorang suatu yang esensial untuk pemenuhan 

hak-hak lainya. Pasal ini memperkenalkan pasal 4 sampai 

pasal 21 yang di mana hak sipil dan politik lainya diatur, 

termasuk: kebebasan dari perbudakan dan perhambaan; 

kebebasan dari penyiksaan, eksploitasi dan perlakuan atau 

hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan 

harkat martabat; hak untuk diakui sebagai pribadi di depan 

hukum dimanapun; hak untuk mendapatkan upaya pemulihan 

yang efektif melalui peradilan, kebebasan dari penangkapan, 

penahanan atau pengasingan sewenang-wenang atas 

kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau surat menyurat; 

kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal; hak atas 
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kewarganegaraan; hak untuk menikah dan mendirikan 

keluarga; hak untuk memiliki harta benda; kebebasan untuk 

berpikir, berkeyakinan dan beragama; kebebasan berpendapat 

dan menyatakan pendapat; hak untuk berkumpul dan 

berserikat secara damai dan hak untuk ikut serta berkontribusi 

dalam pemerintah negaranya dan mendapatkan akses yang 

sama ke pelayanan publik dalam negaranya.  

Pasal 22 sebagai tonggak kedua deklarasi universal yang 

memperkenalkan pasal 23 hingga pasal 27 tentang hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya. Yaitu hak-hak yang berhak 

diperoleh oleh setiap orang sebagai anggota masyarakat. 

Pasal-pasal penutup yaitu pasal 28 hingga pasal 30 yang 

meliputi bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan 

internasional di mana hak-hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar yang dinyatakan dalam deklarasi dapat diwujudkan 

sepenuhnya, dan menekankan kewajiban dan tanggungjawab 

setiap individu terhadap masyarakat. Pasal 29 menyatakan 

bahwa; 



 47 

“Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan-

kebebasanya, setiap manusia hanya tunduk kepada 

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum yang 

semata-mata bertujuan menjamin pengakuan serta 

penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang 

lain, dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban 

umum dan kesejahtraan umum yang adil dalam masyarakat 

yang demokratis”.  

Pasal tersebut menambahkan bahwa hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar tidak dapat dilaksanakan apabila 

bertentangan dengan tujuan dan prinsip dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) pada pasal 30 yang menitikberatkan 

bahwa tidak ada negara, kelompok atau orang manapun yang 

dapat menggunakan hak-hak apapun sebagaimana yang 

tercantum dalam deklarasi, untuk melakukan kegiatan atau 

melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan 

hak-hak dan kebebasan yang di kemukakan dalam deklarasi. 

Ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua 

orang dan semua bangsa, deklarasi universal hak-hak asasi 
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manusia telah menjadi barometer pengukur derajat 

penghormatan dan ketaatan terhadap standar Hak Asasi 

Manusia Internasional. Sejak 1948 deklarasi tersebut telah 

dan terus menjadi deklarasi yang penting dan paling jauh 

jangkauannya dari semua deklarasi yang pernah di keluarkan 

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
12
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 H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, “Kebangsaan, Demokrasi 
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